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DESA MALANGSARI



Menimbang :

Mengingat

KEPALA DESA MALANGSARI
KABUPATEN NGANJUK
PERATURAN DESA MALANGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MALANGSARI,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka

dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan
pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



1Q.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801});

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);



Menetapkan :

11

12.

13.

14.

15.

16.

L7,

18.

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 828);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2016 Nomor 2} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2023 Nomor 5);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangsari Tahun 2024
(Lembaran Desa Malangsari Tahun 2024 Nomor 2);

Peraturan Desa Malangsari Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Desa Malangsari Tahun 2023 Nomor 5);

Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Desa Malangsari Tahun 2024 Nomor
2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI

dan
KEPALA DESA MALANGSARI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
rincian sebagai berikut Rp. 1.562.549.900,- (Satu Milyard Lima
ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan

Ribu Sembilan Ratus Rupiah),
dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa
b. Transfer
c. Lain-lain Pendapatan yang sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Bidang Pembangunan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat, dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja

o po T

Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan Desa
a. PenerimaanPembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan (a — b)

Pasal 2

Rp. 170.675.000,00
Rp.1.390.674.900,00
Rp.  1.200.000,00
Rp. 1.562.549.900,00

Rp. 793.137.400,00
Rp. 559.621.000,00
Rp. 47.180.000,00
Rp. 159.307.868,03

Rp. 38.591.500,00
Rp.1.597.837.768,03

Rp. (35.287.868,03)

Rp. 40.287.868,03
Rp.  5.000.000,00

Rp. 35.287.868,03

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari — 31

Desember Tahun Anggaran 2024;

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan

program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Malangsari.

Diundafigkan di Malangsari
padaitanggal’ ¥ Pebruari 2025
SEKRETARIS‘DESA MALANGSARI,

END\ANG pURW L

LEMBARAN DESA MALANGSARI TAHUN 2025 NOMOR 1


Lenovo
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Lenovo
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T.2. Format Laporan Keuangan

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA

Laporan Keuangan

Pemerintah Desa Malangsari
Kecamatan Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk
Tahun Anggaran 2024

Daftar Isi

I Laporan Realisasi APBDes
II Catatan Atas Laporan Keuangan
A. Informasi Umum
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
Rekonsiliasi SILPA dan Kas
Pendapatan Asli Desa
Dana Desa
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan Propinsi
Bantuan Keuangan Kabupaten
Pendapatan Lain lain
Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
12 BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Desa
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
16 Pembiayaan
17 Aset Desa
18 Penyertaan Modal Desa

OO~NOU-hWN =

Lampiran :
Lampiran O1 - Rencana Kegiatan Dan Anggaran Lanjutan

Lampiran T2 - Rincian Aset Tetap Desa
Lampiran T3 - Laporan Realisasi Kegiatan
Lampiran T4 - Program Setoral,Program Daerah ,dan Program Lainya

Yang Masuk Ke Desa

halaman
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA MALANGSARI, KECAMATAN
TANJUNGANOM
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Informasi Umum
PEMERINTAH DESA MALANGSARI merupakan desa di KECAMATAN
TANJUNGANOM, KABUPATEN NGANJUK. Sesuai dengan Keputusan Bupati
Nomor 1 Tanggal 3 Januari 2024, saat ini kepengurusan PEMERINTAH DESA
MALANGSARI sebagai berikut:

1. Kepala Desa : MUJIANTO

2. Sekretaris : ENDANG PURWANTI
Desa

3. Kaur : IMAM GHOZALI
Keuangan

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas
dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di
Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah
bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir 40.287.868,03
Tahun Sebelumnya - Hutang Pajak)

Mutasi Pajak:

1. Saldo Awal Periode 0,00
Pot. Pajak yang
belum disetor ke
Kas Negara

2. Penerimaan Pajak 74.922.816,00
Tahun Anggaran
berjalan

3. Setoran Pajak 74.922.816,00
Tahun Anggaran
berjalan

IL. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas 0,00

Negara (1+2-3)

Mutasi Penerimaan:

1. Penerimaan 1.561.994.057,40
Pendapatan Desa
2. Penerimaan ' 0,00

Pembiayaan Desa
(selain SILPA)
III.Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2) 1.561.994.057,40

|
Mutasi Pengeluaran: I
1. Pengeluaran 1.515.566.445,07
Belanja Desa
2. Pengeluaran 5.000.000,00




S.

Pembiayaan Desa

1.520.566.445,07

IV.Jumlah Mutasi Pen%eluaran (1+2)

Mutasi Panjar

1. Pemberian Panjar

638.175.640,00

2. SPJ Panjar

638.175.640,00

3. Pengembalian Sisa 0,00
Panjar

V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas 0,00
Desa (1-2-3)

VI.Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada 0,00

APBDes

VII.
(I+IT+IIL-IV-V-VI)

Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran Berjalan

81.715.480,36

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g
Hasil Usaha Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Hasil Aset Desa 166.275.000,00 166.275.000,00 0,00
Swadaya, 0,00 0,00 0,00
Partisipasi dan
Gotong Royong
Lain-Lain 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
Pendapatan Asli
Desa
Jumlah | 170.675.000,00 170.675.000,00 0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah
penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian

Anggaran

Realisasi

Lebih/(Kuran
g)

Dana Desa

805.606.000,00

805.606.000,00

0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

adalah sebagai berikut:

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)
Bagi Hasil Pajak 60.122.400,00 60.122.400,00 0,00
dan Retribusi
Daerah

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

Alokasi Dana Desa

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah

sebagai berikut:




(ADD)

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)
Alokasi Dana Desa | 474.946.500,00 472.005.632,00 | 2.940.868,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI JAWA
TIMUR adalah sebagai berikut:

Uraian

Anggaran

Realisasi

Lebih/(Kuran
g)

Bantuan Keuangan
Provinsi

0,00

0,00

0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK adalah sebagai berikut:

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)
Bantuan Keuangan | 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Provinsi
{uraikan penjelasan yang diperlukan}
. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Lain-lain terdiri dari:
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g
Penerimaan dari 0,00 0,00 0,00
Hasil Kerjasama
Antar Desa
Penerimaan dari 0,00 0,00 0,00
Hasil Kerjasama
dengan Pihak
Ketiga
Penerimaan 0,00 0,00 0,00
Bantuan dari
Perusahaan  yang
Berlokasi di Desa
Hibah dan 0,00 0,00 0,00
Sumbangan dari
Pihak Ketiga
Koreksi Kesalahan 0,00 0,00 0,00
Belanja Tahun-
tahun Sebelumnya
Bunga Bank 1.200.000,00 3.585.025,40 | (2.385.025,40)
Lain-lain 0,00 0,00 0,00
pendapatan  Desa
yang sah
Jumlah 1.200.000,00 3.585.025,40 | (2.385.025,40)

{uraikan penjelasan yang diperlukan)}




9. Belanja — Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)
Belanja Pegawai 514.185.564,00 511.216.040,00 | 2.969.524,00

Belanja Barang dan
Jasa

167.715.900,00

153.412.605,07

14.303.294,93

Belanja Modal

111.235.936,00

60.730.000,00

50.505.936,00

Belanja Tidak 0,00 0,00 0,00
Terduga
Jumlah 793.137.400,00 725.358.645,07 | 67.778.754,93

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

10.Belanja — Bidang Pembangunan Desa
Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)
Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan | 169.634.000,00 161.889.000,00 | 7.745.000,00
Jasa
Belanja Modal 389.987.000,00 388.586.500,00 1.400.500,00
Belanja Tidak 0,00 0,00 0,00
Terduga
Jumlah 559.621.000,00 550.475.500,00 | 9.145.500,00
{uraikan penjelasan yang diperlukan}
11.Belanja — Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)
Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan | 47.180.000,00 41.874.800,00 | 5.305.200,00
Jasa
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak 0,00 0,00 0,00
Terduga
Jumlah 47.180.000,00 41.874.800,00 | 5.305.200,00
{uraikan penjelasan yang diperlukan}
12.Belanja — Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)
Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
Jasa
Belanja Modal 147.307.868,03 147.307.500,00 368,03
Belanja Tidak 0,00 0,00 0,00
Terduga
Jumlah 159.307.868,03 159.307.500,00 368,03

{uraikan penjelasan yang diperlukan}




13.Belanja — Bidang Penanggulanagan Bencana, Keadaan Darurat dan

Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulanagan Bencana, Keadaan Darurat dan

Mendesak Desa terdiri:

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)

Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan 0,00 0,00 0,00
Jasa
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak | 38.591.500,00 38.550.000,00 41.500,00
Terduga
Jumlah 38.591.500,00 38.550.000,00 41.500,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

14.Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Jasa yang

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)
Penghasilan Tetap | 344.049.600,00 341.108.732,00 | 2.940.868,00
dan Tunjangan
Kepala Desa
Penghasilan Tetap | 132.379.800,00 132.379.800,00 0,00
dan Tunjangan
Perangkat Desa
Jaminan Sosial | 20.656.164,00 20.627.508,00 28.656,00
Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Tunjangan BPD 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00
Jumlah | 514.185.564,00 511.216.040,00 2.969.524,00
{uraikan penjelasan yang diperlukan}
b. Belanja Barang dan Jasa
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/{Kuran
g)
Belanja Barang | 125.319.900,00 110.054.900,00 | 15.265.000,00
Perlengkapan
Belanja Jasa | 163.835.000,00 154.470.000,00 9.365.000,00
Honorarium
Belanja Perjalanan | 27.965.000,00 27.965.000,00 0,00
Dinas
Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00
Belanja Operasional | 77.260.000,00 74.986.505,07 2.273.494,93
Perkantoran
Belanja 2.150.000,00 1.700.000,00 450.000,00
Pemeliharaan
Belanja Barang dan 0,00 0,00 0,00




Diserahkan kepada
Masyarakat

Jumlah

396.529.900,00

369.176.405,07

27.353.494,93

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

c. Belanja Modal

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)

Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Tanah
Belanja Modal | 21.500.000,00 19.520.000,00 1.980.000,00
Pengadaan
Peralatan, Mesin
dan Alat Berat
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
Kendaraan
Belanja Modal | 381.235.936,00 331.409.500,00 | 49.826.436,00

Gedung, Bangunan
dan Taman

Belanja Modal | 88.887.000,00 88.887.000,00 0,00
Jalan /Prasarana
Jalan
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
Jembatan
Belanja Modal | 132.307.868,03 132.307.500,00 368,03
Irigasi/Embung/Dr
ainase/Air
Limbah /Persampah
an
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
Jaringan /Instalasi
Belanja Modal | 24.600.000,00 24.500.000,00 100.000,00
Lainnya

Jumlah | 648.530.804,03 596.624.000,00

51.906.804,03

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)
Belanja Tidak | 38.591.500,00 38.550.000,00 41.500,00
Terduga
Jumlah | 38.591.500,00 38.550.000,00 41.500,00
{uraikan penjelasan yang diperlukan}
15.Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)
Penyelenggaran 623.222.964,00 | 619.185.145,07 | 4.037.818,93
Belanja Siltap,
Tunjangan dan




Operasional
Pemerintahan Desa

Penyediaan Sarana
Prasarana
Pemerintahan Desa

102.735.936,00

52.330.000,00

50.405.936,00

Pengelolaan
Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan
Kearsipan

4.396.000,00

2.976.000,00

1.420.000,00

Penyelenggaraan
Tata Praja
Pemerintahan,
Perencanaan,
Keuangan dan
Pelaporan

27.237.500,00

15.422.500,00

11.815.000,00

Sub Bidang
Pertanahan

35.545.000,00

35.445.000,00

100.000,00

Jumlah

793.137.400,00

725.358.645,07

67.778.754,93

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)
Sub Bidang | 348.000.000,00 344.599.500,00 3.400.500,00
Pendidikan
Sub Bidang | 122.284.000,00 116.689.000,00 5.595.000,00
Kesehatan
Sub Bidang | 88.887.000,00 88.887.000,00 0,00
Pekerjaan ~ Umum
dan Penataan
Ruang
Sub Bidang 0,00 0,00 0,00
Kawasan
Pemukiman
Sub Bidang 0,00 0,00 0,00
Kehutanan dan
Lingkungan Hidup
Sub Bidang 450.000,00 300.000,00 150.000,00
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Sub Bidang Energi 0,00 0,00 0,00
dan Sumberdaya
Mineral
Sub Bidang 0,00 0,00 0,00
Pariwisata
Jumlah | 559.621.000,00 550.475.500,00 9.145.500,00

furaikan penjelasan yang diperlukan}

t

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

|

Uraian

Anggaran

|

Realisasi

| Lebih/(Kuran |




g

17.105.000,00

Sub Bidang 17.105.000,00 0,00
Ketenteraman,
Ketertiban Umum
dan Perlindungan
Masyarakat
Sub Bidang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Kebudayaan dan
Keagamaan
Sub Bidang 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00
Kepemudaan dan
Olahraga
Sub Bidang | 24.525.000,00 19.219.800,00 | 5.305.200,00
Kelembagaan
Masyarakat
Jumlah | 47.180.000,00 41.874.800,00 | 5.305.200,00
{uraikan penjelasan yang diperlukan}
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)
Sub Bidang 0,00 0,00 0,00
Kelautan dan
Perikanan
Sub Bidang | 147.307.868,03 147.307.500,00 368,03
Pertanian dan
Peternakan
Sub Bidang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Desa
Sub Bidang 0,00 0,00 0,00
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak
dan Keluarga
Sub Bidang 0,00 0,00 0,00
Koperasi, Usaha
Micro Kecil dan
Menengah (UMKM)
Sub Bidang 0,00 0,00 0,00
Dukungan
Penanaman Modal
Sub Bidang 0,00 0,00 0,00
Perdagangan  dan
Perindustrian
Jumlah | 159.307.868,03 159.307.500,00 368,03
{uraikan penjelasan yang diperlukan}
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)

Sub Bidang 2.591.500,00 2.550.000,00 41.500,00




Penanggulangan
Bencana
Sub Bidang 0,00 0,00 0,00
Keadaan Darurat
Sub Bidang | 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
Keadaan Mendesak
Jumlah 38.591.500,00 38.550.000,00 41.500,00
{uraikan penjelasan yang diperlukan}
16.Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g)
Penerimaan 40.287.868,03 40.287.868,03 0,00
Pembiayaan
Pengeluaran 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Pembiayaan
Pembiayaan Netto | 35.287.868,03 35.287.868,03 0,00
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g
SILPA Tahun | 40.287.868,03 40.287.868,03 0,00
Sebelumnya
Pencairan Dana 0,00 0,00 0,00
Cadangan
Hasil Penjualan 0,00 0,00 0,00
Kekayaan Desa Yang
Dipisahkan
Penerimaan  Kembali 0,00 0,00 0,00
Penyertaan Modal
Penerimaan 0,00 0,00 0,00
Pembiayaan Lainnya
Jumlah Penerimaan 40.287.868,03 40.287.868,03 0,00
Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kuran
g
Pembentukan Dana 0,00 0,00 0,00
Cadangan
Penyertaan Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Desa :
Setor Kembali 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Transfer
Pengeluaran 0,00 0,00 0,00
Pembiayaan Lainnya
Pembiayaan Netto 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan)




17.Aset Desa
Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap Tahun 2023 Tahun 2024 Penambahan/
(Pengurangan)
Tanah 0,00 0,00 0,00
Peralatan dan Mesin 0,00 19.520.000,00 | 19.520.000,00
Gedung dan Bangunan 0,00 331.409.500,00 | 331.409.500,0
0
Jalan, Irigasi  dan 0,00 221.194.500,00 | 221.194.500,0
Jaringan 0
Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00
Konstruksi Dalam 0,00 0,00 0,00
Pengerjaan
Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00
Jumlah Aset Tetap 0,00 | 572.124.000,00 | 572.124.000,
00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

18.Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian Tahun 2023 Tahun 2024 Penambahan/

(Pengurangan)

Penyertaan Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 | 10.000.000,00
Desa

{uraikan penjelasan yang diperlukan)
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T.4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa
LAMPIRAN II
PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDESA

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa Malangsari
Kecamatan Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk
Provinsi Jawa Timur
Kegiatan Anggaran
No Frogram Jenis Lokasi Volume | Satuan Jumlah Sg?r?;r
1 BK e o - paket | 150.000.000,00| . APBD
’ Dangkal Malangsari ﬁ\ 7 Kabupaten




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI

BERITA ACARA
NOMOR 141 / 074/411.519.2004/2025
TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA MALANGSARI
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI TERHADAP
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Jumat tanggal Empat belas bulan Pebruari tahun Dua ribu
dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUJIANTO : Kepala Desa Malangsari, dalam hal ini bertindak
dan atas nama Desa Malangsari yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

2. EDDY SUTOMO : Ketua BPD Desa Malangsari, dalam hal ini bertindak

dan atas nama BPD Desa Malangsari yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut
kepada Camat untuk diklarifikasi secara redaksional, berkaitan dengan
kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan
penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malangsari ,tanggal 14 Pebruari 2025

CDUA

JANGSARI,
7

,,,;: = 3 :/ = :
| EDDY/éUTOMO’SPd

_PHEAK-PERTAMA
DESA MALANG

JART.

s




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA MALANGSARI

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI,

bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Malangsari tentang Kesepakatan Bersama Rancangan
Peraturan Desa Malangsari tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa ;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang ;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA MALANGSARI

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI,

=t

o

bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Malangsari tentang Kesepakatan Bersama Rancangan
Peraturan Desa Malangsari tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa ; _

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang ;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa ;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa ;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 ;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangsari Tahun 2024.

Berita Acara Nomor 141 /074/519.519.2004 /2025 tentang
Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Malangsari
Dengan Badan Permusyawaratan Desa Malangsari terhadap
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MALANGSARI TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA MALANGSARI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MALANGSARI TAHUN
ANGGARAN 2024.

Menyetujui ~ Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangsari Tahun
Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangsari

)

“EDDY S/TbMo Pd



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM

DESA MALANGSARI
: Jalan Raya Warujayeng - Nganjuk Kode Pos 64483

Nomor
Sifat

Lampiran :

Hal

Malangsari, Pebruari 2025

Kepada
: 005/p73 /411.519.2004 /2025 Yth.
: Penting
: Undangan di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang
akan dilaksanakan pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 14 Pebruari 2025

Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Malangsari

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan

terima kasih.




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat \

Tanggal : 14 Pebruari 2025

Jam . 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Kantor Desa Malangsari

Acara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO. NAMA JENIS JABATAN TANDA TANGAN
KELAMIN /
F ol I
1. Mujianto L Kepala Desa ( 1.%
2. Endang Purwanti P /2. e
Sekdes / 2—\“/\\ 7

£ Didik Fajar Siswanto L Kasun 3,
Malangsari \
4. Joko Prayitno L Kasun Mranggo ~W

B. Slamet Prasetyoadi L Kasun Santren | 5.

6. Gunawan L Kaur Keuangan 6. //é/\;——

7. Rini Puji Puspitasari P Kaur 7.
Perencanaan

8. Rendra Julianto L Kaur Tu &| " 8. ;
Umum F“ﬁ

9. Siti Irnawati P Kasi
Pemerintahan

10. Imam Ghozali L Kasi Pelayanan
11. Koirul Anam L Kasi
Kesejahteraan

12. Slamet Purwiono L Staf Desa




DAFTAR HADIR

Hari Jumat
Tanggal 14 Pebruari 2025
Jam 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat Kantor Desa Malangsari
Acara Pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO. NAMA JENIS JABATAN TANDA TANGAN

KELAMIN
M Vi A
1. Eddy Sutomo L Ketua T & //
2. Sanuji L Wakil Ketua W
( .7
3. lin Sri Wahyuni P Sekretaris 2 Wé
4, Suroto L Anggota CZ{%
/
5. Sukamto L Anggota 5. g




DAFTAR HADIR

Hari . Jumat

Tanggal : 14 Pebruari 2025

Jam - 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Kantor Desa Malangsari

Acara - Pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : Undangan

NO. NAMA JENIS JABATAN TANDA TANGAN
KELAMIN
1) 1
Daurtslro % Fepag= - %
2. L 2. \
. M .%ﬁ N
'f_;,tj,,ﬂ? = "\/Lm \/ T A A
3. 3. \
4 4
5 5




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM

DESA MALANGSARI

NOTULEN

Rapat : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa T.A
2024.

Hari/Tanggal : Jum’at / 14 Pebruari 2025

Waktu rapat : 09.25 Wib s/d selesai

Acara

kP e

Pimpinan Rapat

Pembukaan

Menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”
Sambutan Kepala Desa

Penutup/Doa

Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024

Ketua : Mujianto

Sekretaris : Endang Purwanti

Pencatat : Rini Puji P

Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Malangsari

2. Badan Permusyawaratan Desa Malangsari

Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024

2. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024

Pembahasan :

a. POdAMAD. L 1.582. 502 .900.,00 ..o
...... TRl st L SR IR 280 L O
...... ST s BRI TEO i,

S 72V o (o S 039 . 9R., 0% oo
..... Wl G b e, O
....... SISO e 0200 09822096

£ e QUPA e 39 SE L B0 36 s

2 08¢ o6




FOTTO KEGIATAN RAPAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA T.A 2024

L ‘3‘?_"—?' 4 y 4

A :\ s ~§ GPS Map Camera
Check In Kecamatan Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia
'_ g x : Sxwi+wim, Malangsari, Kec. Nganjuk, Kabupaten
ST AR * Nganjuk, Jawa Timur 64482, Indonesia, Kecamatan
Nganjuk, Jawa Timur 64482, Indonesia
Lat -7.652627° Long 111.973827°
14702125 09:49 AM GMT +07:00

3 4
@ GPS Map Camera

Check In | Kecamatan Tanjunganom, Jawa Timur, Indonesia
=3 : 'j~ 8xwf+xgm, Malangsari, Kec. Tanjunganom, Kabupaten
SR Nganjuk, Jawa Timur 64482, Indonesia, Kecamatan
Tanjunganom, Jawa Timur 64482, indonesia
Lat -7.652685° Long 111.97387°
14[02/25 09:48 AM GMT +07:00




